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ABSTRACT 

Indonesia Agricultural Agency for Research and Development (IAARD) has more than four decades in 
supporting agricultural development. This support is indicated by its contribution to the creation of agricultural 
development models, field assistance, and technology dissemination. These activities are inseparable from its 
support for the Ministry of Agriculture’s program. The IAARD program follows the development of agricultural 
innovations. This paper aims to describe how the conception of innovation develops in the realm of science, as 
well as how the concept is implementing in IAARD, especiallyin relation to the down streaming of innovation 
inAgricultural Technology Assessment and Development (AIATs). This study also examines how IAARD should 
work according to the innovation concept, to make sustainable innovation.  
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ABSTRAK 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) telah empat dasawarsa lebih 
berperan mendukung pembangunan pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap penciptaan model-
model pembangunan pertanian, pendampingan, dan diseminasi teknologi di lapangan. Aktivitas yang dilakukan 
oleh Badan Litbang Pertanian tersebut tidak terlepas dari dukungannya terhadap program-program Kementerian 
Pertanian. Di lain pihak, program yang dijalankan oleh Badan Litbang Pertanian tersebut mengikuti 
perkembangan konsep keilmuan yang ada, antara lain terkait dengan penciptaan inovasi pertanian. Tulisan ini 
bertujuan untuk melihat bagaimana konsepsi inovasi berkembang di ranah keilmuan, serta bagaimana 
implikasinya terhadap penciptaan inovasi yang telah dan sedang berlangsung di Badan Litbang Pertanian, 
khususnya terkait dengan hilirisasi inovasi oleh BPTP. Telaahan juga akan mengulas bagaimana implikasi 
perkembangan keilmuan tentang konsepsi inovasi perdesaan tersebut terhadap  kiprah kelembagaan Litbang  
untuk menciptakan inovasi berkelanjutan.  

Kata kunci: inovasi, penciptaan teknologi, diseminasi, Badan Litbang Pertanian 

PENDAHULUAN 

Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian (Badan Litbang Pertanian) merupakan 
elemen pokok dalam jajaran Kementerian 
Pertanian yang bertugas menciptakan 
pengetahuan dan teknologi, serta sekaligus 
menyusun dan merekomendasikan berbagai 
model pembangunan pertanian, pendampingan, 
dan diseminasi teknologi di lapangan. Aktivitas 
penciptaan teknologi dan diseminasi yang 
dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian tidak 

terlepas dari dukungannya terhadap program-
program Kementerian Pertanian. Rencana 
Pembangunan Strategis Badang Litbang 2015-
2019 menyatakan bahwa tujuan kegiatan Badan 
Litbang Pertanian adalah menghasilkan 
pengetahuan dan menciptakan teknologi yang 
mampu untuk: (1) meningkatkan kapasitas 
produksi melalui peningkatan produktivitas dan 
perluasan areal pertanian, (2) meningkatkan 
daya saing dan nilai tambah komoditas 
pertanian, (3) meningkatkan produksi dan 
diversifikasi sumber daya pertanian, (4) 
pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman 
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hayati, serta (5) memperkuat kapasitas mitigasi. 
Dalam upaya mendukung kegiatan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
nasional, Badan Litbang Pertanian menetapkan 
sasaran strategis berupa penciptaan varietas 
unggul dalam bentuk galur, teknologi, model 
pengembangan, rekomendasi kebijakan, serta 
diseminasi teknologi yang targetnya ditetapkan 
per tahun (Balitbangtan 2016). 

Inovasi yang dihasilkan Badan Litbang 
Pertanian terdiri atas dua bentuk yaitu inovasi 
teknologi dan inovasi kelembagaan. Inovasi 
kelembagaan merupakan upaya untuk 
mendiseminasikan hasil-hasil teknologi yang 
telah dihasilkan melalui perumusan model dan 
aplikasi di lapangan kepada petani, dengan 
melibatkan petugas lapang baik peneliti, 
penyuluh maupun aparat Pemerintah Daerah. 
Aplikasi di lapangan yang dilaksanakan oleh 
Badan Litbang Pertanian dilakukan secara 
terbatas dalam konteks ”menyusun rumusan 
model”, yang kemudian disarankan untuk 
diimplemantasikan oleh pihak lain secara lebih 
luas.  Beberapa diantara model dimaksud sudah 
diaplikasikan secara luas dan diadopsi oleh 
berbagai kementerian, misalnya pengembangan 
permodalan dengan manajemen Kredit Usaha 
Mandiri (KUM) dan sekolah lapang. Sementara, 
beberapa model yang dikembangkan oleh 
Badan Litbang Pertanian telah pula diadopsi 
dengan beberapa penyempurnaan terutama di 
lingkup Kementerian Pertanian, misalnya 
pengembangan program PUAP yang berasal 
dari pembelajaran pelaksanaan Prima Tani 
mulai pertengahan tahun 2000-an. 

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah 
bagaimana kegiatan diseminasi inovasi 
pertanian dijalankan di Badan Litbang Pertanian 
selama ini. Analisis difokuskan pada 
pendekatanyang digunakan dari transfer 
teknologi kepada sistem inovasi, sebagaimana 
juga perkembangan dalam ilmu dan program 
diseminasi inovasi teknologi pertanian yang 
berkembang di dunia internasional selama ini. 
Review ilmiah ini disusun dari berbagai bahan 
yakni laporan berbagai kegiatan di lingkup 
Badan Litbang Pertanian serta studi pustaka 
yang relevan. Analisis dilakukan dengan 
delinieasi berdasarkan waktu dan 
perkembangan keilmuan. 

PERKEMBANGAN KONSEP INOVASI DALAM 

PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Penerapan inovasi teknologi dalam kegiatan 
pertanian selama ini mengandalkan kepada 

pihak penyuluhan pertanian yang tugas 
utamanya adalah melakukan transfer teknologi 
baru  yang berasal dari lembaga penelitian 
kepada petani.  Pola seperti ini berlangsung 
secara masif di seluruh dunia di bawah program 
besar Revolusi Hijau.  Dalam konteks ini, 
penyuluhan pertanian (agricultural extension) 
diartikan sebagai suatu sistem pendidikan luar 
sekolah untuk para petani dan keluarganya 
dengan tujuan agar mereka mampu, sanggup, 
dan berswadaya memperbaiki kesejahteraan 
hidupnya sendiri serta masyarakatnya 
(Syahyuti2014).  Tujuan penyuluhan pertanian 
adalah mengembangkan petani dan 
keluarganya secara bertahap agar memiliki 
kemampuan intelektual yang semakin 
meningkat, perbendaharaan informasi yang 
memadai dan mampu memecahkan serta 
memutuskan sesuatu yang terbaik untuk dirinya 
dan keluarganya.  Seluruh aktifitas penyuluhan 
berpedoman pada azas pokoknya yaitu 
“menolong petani agar ia mampu menolong 
dirinya sendiri” (Sumintaredja 2001). 

Penyuluhan konvensional  banyak menuai 
kritik.  Hadirnya sosok penyuluh “kebetulan” 
bersamaan dengan ramainya Revolusi 
Hijau, sehingga kritik terhadap program ini  
dianggap juga merupakan tanggung jawab dari 
penyuluh.  Revolusi Hijau dikritik karena 
menghasilkan polusi kimia berlebihan, 
penyeragaman komoditas, memperbesar 
ketergantungan petani, dan sering paket-paket 
yang disampaikan tidak cocok dengan 
kebutuhan petani.  Dampak negatif Revolusi 
Hijau membuat para ahli mulai mempersoalkan 
pula pendekatan “penyuluhan”, misalnya konsep 
“komunikasi untuk inovasi” yang digulirkan oleh 
Leeuwis (2004). yang melontarkan konsep baru 
dalam bukunya “Communication for Rural 
Innovation: Rethinking Agricultural Extension”. 
Ia mentransformasi pemikiran “from diffusion to 
systems of agricultural innovation”, dengan 
menghindari istilah “penyuluhan” karena 
berbagai alasan, dan menggunakan istilah baru 
“komunikasi untuk inovasi”. 

Ada banyak alasan mengapa konsep dan 
pendekatan ini muncul, yang utama adalah 
karena inovasi teknologi bisa datang dari 
banyak sumber, tidak hanya dari tenaga 
penyuluh secara tunggal (Mardianto 2014). 
Bersamaan pula berlangsung perubahan 
paradigma dari pertanian berkelanjutan 
(sustainable agriculture)  dan proses menuju 
sistem ekologi pengetahuan (ecological 
knowledge system), berkembangnya model 
ketergantungan antar para pihak 
(interdependence model) dan framework sistem 
inovasi (innovation system framework), dimana 
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yang terlibat tidak hanya peneliti dan penyuluh 
tetapi juga pengguna teknologinya, perusahaan 
swasta, NGO, dan juga infrastruktur pendukung 
(supportive structures) seperti pasar dan kredit. 
Selain itu, pentingnya proses belajar (learning 
processes), yang dimaknai  sebagai “….a way 
of evolving new arrangements specific to local 
contexts”. (Leeuwis 2006, Firmansyah et al. 
2016). 

Konsepsi Pembangunan Pertanian dalam 
konteks Evolusi Inovasi 

Konsep yang berkembang di dunia keilmuan 
terkait dengan inovasi pertanian di awal tahun 
1900 adalah teknologi sebagai faktor utama 
untuk terjadinya inovasi.  Konsepsi Technology 
Supply Push (TSP) atau pendekatan transfer 
teknologi (technology transfer approach) 
(Ingram et al. 2018) di masa revolusi hijau 
meyakini bahwa inovasi pertanian akan terjadi 
dengan introduksi teknologi yang dihasilkan 
melalui aktivitas penelitian  yang dilakukan oleh 
lembaga riset (Inter-Academy Council 2004). 
Selanjutnya, hasil penelitian ini diyakini 
merupakan sumber inovasi.  Ukuran inovasi 
yang terjadi dalam pembangunan pertanian 
berdasarkan konsepsi ini adalah meningkatnya 
produksi dan produktivitas usahatani akibat dari 
penerapanteknologi unggul tersebut.Hal ini 
menunjukkan bahwa teknologi yang diintroduksi  
telah dimanfaatkan oleh petani.  Apakah 
teknologi yang diintroduksi tersebut sepenuhnya 
diadopsi secara berkelanjutan atau 
berkesinambungan atau hanya sebagian, diukur 
dari tingkat adopsinya yaitu adopsi lambat, 
adopsi cepat, dan adopsi sebagian (late, early, 
and partial adoption), maupun persepsi 
terhadap kesesuaian teknologi dengan 
kebutuhan pengguna (Rogers 2003). 

Konsepsi TSP atau pendekatan transfer 
teknologi berhubungan erat dengan penyuluh 
sebagai agen penyampai informasi 
(Indraningsih 2018) dalam aktivitas latihan dan 
kunjungan (Laku) seperti yang dikemukakan 
oleh Benor (1987). Pada  era tersebut, penyuluh 
berperan sangat besar untuk menyampaikan 
teknologi baru yang dapat meningkatkan 
produksi pertanian (Leeuwis 2004).  Kiprah 
penyuluh sebagai penyampai informasi 
teknologi pada saat itu juga erat hubungannya 
dengan tugas yang diemban oleh mereka yaitu 
sebagai kepanjangan tangan dari peneliti atau 
lembaga penelitian untuk menyampaikan 
informasi kepada petani.  Penyuluh  merupakan 
satu-satunya sumber informasi yang 
berhubungan langsung dengan petani.  Oleh 
karena itu,  peran penyuluh  sebagai 

kepanjangan tangan lembaga penelitian sangat 
nyata.   Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
peran penyuluh ditunjang dengan infrastruktur, 
pembiayaan, sarana dan prasarana yang sangat 
memadai (Sari et al, 2017) dan didukung 
dengan program bantuan  perbenihan, pupuk, 
serta alat mesin pertanian (Alsintan). Hal ini 
yang disebut oleh Anderson et al. (2006) 
sebagai fiscally unsustainable atau 
ketidakberlanjutan karena aspek fiskal, dimana 
keberlanjutan atau akan terjadi namun dengan 
biaya yang tidak murah, yang pada akhirnya jika 
anggaran atau dukungan tidak ada maka 
keberlanjutan teknologi sulit untuk terjadi.  

Selanjutnya, konsepsi TSP  disempurnakan 
dengan konsep Penyempurnan Teknology 
secara Partisipatif atau Participatory Technology 
Development (PTD). Melalui   konsep PTD 
diharapkan ada umpan balik penyempurnaan 
teknologi dari petani (Chambers and Jiggins, 
1987; Alomia-Hinojosa et al. 2018).  Bentuk 
kegiatan yang dilakukan antara lain penelitian 
adaptif dan penelitian sistem usahatani.  
Penelitian Roling (2010) menunjukkan bahwa 
PTD juga tidak sepenuhnya mengubah atau 
menjadikan inovasi berkelanjutan karena 
banyak faktor diluar kendali petani yang tidak 
dapat dikontrol oleh petani misalnya, kebijakan, 
tata niaga pertanian, norma, prosedur.. 

Disadari bahwa pembangunan berkelanjutan 
tidak hanya tergantung kepada inovasi 
teknologi.  Faktanya permasalahan yang 
dihadapi petani tidak hanya aspek teknis 
semata. Permasalahan yang ada lebih 
kompleks dan tidak bisa  diatasi hanya dengan 
introduksi teknologi semata,  karena inovasi 
tidak hanya tentang introduksi teknologi, namun 
meliputi perubahan sosial, dan melalui proses 
ko-innovasi yang  berlangsung secara sistemik 
(Biggs 1990, Leeuwis and van den Ban 2004, 
Spielman et al. 2009).   Inovasi merupakan 
kombinasi antara aspek teknologi (hardware), 
interaksi dan partisipasi antar para pihak yang 
bekerjasama  (software), serta kondisi sosial 
dan institutional yang mempengaruhi inovasi 
(orgware) seperti dikemukakan oleh Smits 
(2002).  Konsep inovasi dengan kompleksnya 
permasalahan yang ada, memerlukan pemikiran 
inovasi dari berbagai aspek,  yang dikenal 
dengan Agricultural Innovation System (AIS) 
atau Sistem Inovasi Pertanian. Konsep sistem 
inovasi, yang muncul di awal tahun 2000-an 
menekankan bahwa  inovasi memerlukan 
sentuhan kebijakan secara menyeluruh, baik 
dari aspek teknologi, kelembagaan, dan 
manusianya. Berdasarkan konsepsi AIS, inovasi 
terjadi melalui ‘collective interplay or network 
among many actors – including farmers, 
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researchers, extension officers, traders, service 
providers, processors, development 
organizations (Leeuwis 2004, Hall et al. 2006,  
Röling 2009)and it is influenced by factors such 
as technology, infrastructure, markets, policies, 
rules and regulations, and cultural practices 
(actors’ values and norms).Pernyataan Leeuwis 
(2004), Hall et al. (2006),  Röling(2009) 
mengandung makna bahwa inovasi terjadi 
melalui interaksi antara para pihak yang bekerja 
sama yaitu petani, peneliti, penyuluh, pedagang, 
dan penyedia layanan. Inovasi juga dipengaruhi 
oleh aspek teknologi, sarana pendukung pasar, 
kebijakan, dan kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat. Selain itu, konsep AIS melihat 
bahwa inovasi memerlukan penanganan secara 
menyeluruh dari keseluruhan input dan output 
usahatani, termasuk aspek pemasarannya, 
kebijakan pendukung, insentif secara fiansial, 
dan akses terhadap permodalan (Vellema and 
Boselie 2003, Vermeulen et al. 2008, Mendoza 
and Thelen 2008, Ekboir 2003a, Hall and Clark 
2009, Spielman et al. 2009, Tedjaningsih et al. 
2018).  

Kata kunci dari Sistem Inovasi Pertanian 
adalah interkoneksi antara para pihak yang 
bekerja sama untuk terjadinya inovasi sesuai 
dengan yang diharapkan. Implikasi dari 
pendekatan sistem inovasi ini mengandung 
makna bahwa inovasi tidak hanya sebatas 
introduksi teknologi. Inovasi memerlukan 
keterlibatan atau interkoneksi antarpihak, sesuai 
dengan kebutuhan inovasi yang akan digunakan 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
Dengan demikian, dibutuhkan penghubung bagi 
pihak-pihak yang akan terlibat untuk terjadinya 
proses inovasi. Penghubung, atau dalam 
bahasa sistem inovasi disebut ‘intermediary’ 
(Kristjansonet al. 2009, Devauxet al. 2010, 
Hosaain 2018, Clayton et al.2018), adalah orang 
atau lembaga yang dapat mensupport terjadinya 
inovasi, termasuk insentif untuk bekerja sama 
(Hall 2006).   Sebagai contoh: broker atau 
penghubung yang dapat mengidentifikasi 
kebutuhan para pihak untuk terjadinya inovasi.  
isalnya kebutuhan lembaga perbankan, akses 
pasar, teknologi, dan advokasi. Dalam 
prakteknya, intermediary  diisi oleh antara lain: 
lembaga penelitian, organisasi non pemerintah, 
kelembagaan pemerintah, bahkan swasta 
(Kilelu et al. 2011, Goswani et al. 2017).  

Konsep sistem inovasi yang berfokus pada 
interrelasi antarpihak, membawa implikasi pada 
ukuran keberhasilan inovasi. Jika selama ini 
konteks peningkatan produksi yang diukur untuk 
menunjukkan bekerjanya suatu inovasi, maka 
konsep AIS lebih menyoroti pada aspek proses 
terjadinya inovasi. Terjadinya inovasi tidak 

hanya dilihat dari adopsi teknologi, namun juga 
dari perubahan kebiasaan mengorganisasi 
sesuatu, maupun dalam memperoleh 
pengetahuan, serta dalam memperoleh manfaat 
(Adjei-Nsiah et al. 2008).  Leeuwis (2013) 
menyatakan bahwa ‘innovation happens in the 
making’. Hal ini mengandung pengertian bahwa 
inovasi terjadi dan diukur tidak hanya diakhir 
pelaksanaan kegiatan (pengukuran output), 
namun juga dalam proses aktivitasnya: 
bagaimana kualitas interaksi antaraktor, 
bagaimana peran intermediary menghubungkan 
antarpihak yang bekerja sama, bagaimana 
peran institusi mendukung proses inovasi 
(kebijakan dan aturan), bagaimana perubahan 
perilaku aktor-aktor yang berinterasi dalam 
mewujudkan inovasi, serta bagaimana kualitas 
interaksi antara pengguna dan penyedia inovasi 
dalam hal kebutuhan inovasi. AIS atau Sistem 
Inovasi Pertanian ditengarai membuat inovasi 
lebih sustain karena konsepsi  tersebut 
mempertimbangkan banyak faktor (Guy et al. 
2018).  

Pendekatan Transfer teknologi ke Sistem 
Inovasi: Belajar dari Negara Lain 

Salah satu ciri dari Sistem Inovasi Pertanian 
yaitu adanya proses umpan balik penggalian 
kebutuhan penggunaan inovasi. Pendekatan ini  
telah digunakan di Belanda (Klerkx et al. 2009) 
dalam hal privatisasi kegiatan penyuluhan yang 
selama ini dilakukan oleh lembaga penyuluhan 
pemerintah.  Adapun maksud dari privatisasi ini 
adalah untuk lebih menggali kebutuhan 
pengguna inovasi. Privatisasi pelayanan 
penyuluhan  diharapkan akan lebih 
menspesifikkan informasi dan pelayanan yang 
dibutuhkan oleh pengguna.  

Pendekatan Sistem Inovasi  Pertanian juga 
dicirikan dengan sumber informasi untuk 
terjadinya inovasi yang tidak hanya bersumber 
dari lembaga penelitian semata. Pendekatan 
sistem inovasi meyakini bahwa sumber inovasi 
dapat berasal dari para pihak yang bekerja 
sama, ataupun dari pihak-pihak yang saling 
terkait satu sama lain dalam mewujudkan atau 
untuk terjadinya inovasi. Penelitian Kilelu et al. 
(2013) di Kenya menunjukkan bahwa peran 
penyuluh sebagai sumber informasi inovasi 
teknologi dari lembaga penelitian, fungsinya 
telah tergeserkan dengan berbagai sumber 
informasi lainnya seperti perusahaan swasta, 
lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai 
penyedia sarana untuk terjadinya inovasi. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahkan 
lembaga penelitian ternyata juga telah 
memainkan peran menggantikan fungsi 
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penyuluh dalam menyampaikan informasi untuk 
terjadinya inovasi. 

INOVASI DALAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI  

DAN DISEMINASI DI BADAN LITBANG 
PERTANIAN 

“Inovasi” merupakan kata kunci dalam 
kegiatan sehari-hari di Badan Litbang Pertanian. 
Dengan menerapkan konsep pembangunan 
pertanian modern saat ini, salah satu syaratnya 
adalah terbangun masyarakat yang melek 
teknologi melalui pengembangan sistem inovasi 
yang berkelanjutan seperti dikemukakan oleh 
Pasandaran et  al. (2017). Lemahnya inovasi 
pertanian akan menjadi salah satu faktor 
sulitnya mewujudkan pembangunan pertanian 
modern di Indonesia. Seharusnya inovasi 
menjadi penggerak utama kegiatan petani, dan 
itu dipandu oleh dunia usaha yang dapat melihat 
secara jeli momentum pengembangan 
komoditas.  

Melalui  penanganan dan pengawalan yang 
tepat serta memadai, inovasi akan mampu 
mengubah tata kehidupan masyarakat sesuai 
dengan karakteristik inovasi yang bersangkutan. 
Inovasi yang dicirikan oleh adanya kebaruan 
(newness) (Adawiyah 2017) akan mendapatkan 
reaksi yang beragam pada tahap awal.  Proses 
selanjutnya akan teruji apakah inovasi diterima 
oleh khalayak, ataukah inovasi dinilai sebagai 
sesuatu yang tidak perlu diterima atau 
diterapkan lebih lanjut. Inovasi  berupa teknologi 
ataupun cara melakukan sesuatu akan diuji 
lebih lanjut dari sisi-sisi kemanfaatannya 
(relative advantage), kesesuaiannya dengan 
kebutuhan pengguna (compatibility), kesulitan 
untuk diterapkan (complexity), kemudahan 
untuk dicoba (trialibility), dan kemudahaan untuk 
dapat disimak oleh pengguna (observability) 
(Rogers 2003).  

Selama ini, inovasi yang digunakan dalam 
konteks aktivitas di Badan Litbang Pertanian 
lebih merefleksikan penemuan baru atau 
metoda baru dalam menghasilkan dan 
mengemas diseminasi teknologi, berdasarkan 
prespektif Litbang sebagai penghasil teknologi.  
Dalam konteks pemahaman inovasi dalam arti 
luas, inovasi diartikan tidak hanya merupakan 
kebaruan dalam hal wujud penemuan, namun 
juga kebaruan dalam hal cara atau praktek 
pemanfaatan suatu penemuan. Menurut Ortiz et 
al.(2013) inovasi adalah “Understanding and 
use of new idea, practice, method, which 
replace something that individual has been 
using so far”. Konsep ini mengandung 

pengertian bahwa inovasi mengandung makna 
perubahan pemahaman, kebiasaan, metode, 
dari sesuatu yang sebelumnya dilakukan, 
sehingga inovasi mengandung makna baik itu 
perubahan hasil akhir atau adopsi 
(Rogers2003), maupun perubahan proses 
dalam melaksanakan suatu aktivitas. Perubahan 
dalam hal proses ini sebagai contoh adalah 
perubahan dalam mengakses sumber-sumber 
pengetahuan tentang teknologi baru atau cara-
cara mengkoordinasikan sesuatu dalam 
mendukung terciptanya proses inovasi (Hall 
2004, Leeuwis 2004), maupun perobahan 
proses pemahaman terhadap suatu hal yang 
berbeda dengan sebelumnya (Leeuwis 2004). 
Dengan demikian menurut pengertian yang 
lebih luas, inovasi tidak hanya bermakna 
sekedar invensi, namun juga perubahan 
perilaku pemanfaatan teknologi maupun cara 
mendapatkan teknologi atau pengetahuan 
tentang teknologi yang berbeda dengan 
kebiasaan yang dilakukan sebelumnya.  

Kegiatan Penelitian dan Diseminasi Inovasi 

Badan Litbang Pertanian  

Kiprah Badan Litbang Pertanian dalam 
pembangunan pertanian yang langsung 
berhubungan dengan petani, erat kaitannya 
dengan pendirian Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) di daerah.  Mandat utama 
BPTP adalah mendiseminasikan teknologi 
pertanian yang dihasilkan oleh Balai Komoditas 
lingkup Badan Litbang Pertanian.  Sejak awal 
pendirian BPTP, berbagai bentuk program 
diluncurkan untuk mengawal atau menjalankan 
aktivitas diseminasi.  Sebagai contoh, sekitar 
tahun 1995, zonasi agroekosistem digunakan 
sebagai acuan diseminasi teknologi Badan 
Litbang Pertanian yang disesuaikan dengan 
karakteristiak sifat-sifat fisik lahan, kondisi 
infrastruktur, elevasi, dan sebagaimya.  Peta ini 
merupakan data geospasial tematik turunan dari 
peta tanah atau satuan lahan, yang menyajikan 
sebaran satuan-satuan lahan yang mempunyai 
kesamaan karakteristik iklim, terrain, tanah, dan 
potensi untuk pengembangan komoditas 
pertanian (Hikmatullah dan Ritung 2014). 
Teknologi yang akan didiseminasikan lebih 
difokuskan kepada kesesuaian lahan tersebut 
untuk teknologi yang akan diperkenalkan. Hal ini 
dilakukan sebagai bentuk dukungan Badan 
Litbang Pertanian terhadap diseminasi teknologi 
yang diharapkan akan lebih mendekatkan 
kesesuaian teknologi dengan sifat-sifat fisik 
lahan setempat. 

Selanjutnya, bentuk lain dari kegiatan 
penelitian yang berhubungan langsung dengan 
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end users (petani dan pengguna di daerah) 
yaitu penelitian adaptif di lahan petani (on-farm 
adaptive research) dan penelitian sistem 
usahatani (Farming System research/FSR). 
Kedua basis penelitian ini muncul karena 
didasari dengan keterbatasan konsep transfer 
teknologi, dimana interaksi umpan balik antara 
pemilik dan pengguna teknologi kurang 
mendapat perhatian. Penelitian adaptif 
membutuhkan keterlibatan petani atau 
stakeholders selama proses penelitian sehingga 
teknologi yang diujicobakan mendapatkan 
umpan balik untuk perbaikannya (Norman 2002,  
Pant and Hambly-Odame 2009).  

Dalam perjalanannya masih terdapat 
kelambanan dalam penyampaian hasil inovasi 
kepada pengguna.  Oleh karena itu, Program 
Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan 
Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) 
diluncurkan sejak tahun 2005 untuk 
mempercepat transfer inovasi.  Program ini 
fokus pada harmonisasi subsistem onfarm-off 
farm, dengan subsistem pengadaan (generating 
sub-system) yaitu Balitbangtan.  Kegiatan ini 
dimaksudkan sebagai media pembuktian 
kepada masyarakat bahwa teknologi yang 
dihasilkan Badan Litbang Pertanian tepat guna 
dan memiliki keunggulan, sehingga muncul 
keyakinan di masyarakat atau calon pengguna 
untuk mengadopsinya (Mardiharini 2013).  Sejak 
adanya program ini, peran BPTP dalam 
kegiatan diseminasi menjadi semakin 

berkembang, antara lain melalui pendampingan 
program strategis Kementerian Pertanian, 
dimana BPTP mengembangkan berbagai 
mekanisme kerja bersama aparat terkait di 
daerah. Program Primatani selanjutnya menjadi 
dasar pengembangan model komprehensif 
pendekatan pembangunan pertanian di daerah 
seperti Model Pembangunan Pertanian Berbasis 
Inovasi (MP2BBI), Model Pembangunan 
Pertanian Perdesaan melalui Inovasi (MP3MI), 
Bioindustri, Laboratorium Lapang Inovasi 
Pertanian. Sebagai contoh, target model 
pengembangan inovasi teknologi Bioindustri 
sebanyak 66 model di seluruh BPTP pada tahun 
2015, berbagai metode dan media diseminasi 
yang ditargetkan sebanyak 276 teknologi, serta 
teknolologi spesifik lokasi dengan target 
sebanyak 227 teknologi (Balitbangtan 2016). 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 
diseminasi teknologi pertanian merupakan tugas 
dari direktorat teknis. Posisi Badan Litbang 
adalah membangun berbagai model 
kelembagaan diseminasi inovasi yang 
selanjutnya akan dimassalkan ke berbagai 
daerah oleh direktorat teknis bekerjasama 
dengan pemerintah daerah.  Dalam rangka 
mendukung aktivitas diseminasi tersebut, pada 
periode 2015-2019, ditargetkan penciptaan 
varietas unggul rata-rata sebanyak 80 klon per 
tahun.  Demikian juga dengan target model 
kelembagaan teknologi spesifik lokasi yang 
ditargetkan rata-rata 75 model setiap tahunnya 

Tabel 1. Sasaran dan indikator kinerja lingkup Balitbangtan, 2016 

No Sasara Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Tersedianya teknologi pertanian 
spesifik lokasi 

Jumlah teknologi spesifik 
lokasi 

227 Teknologi 

2 Tersedianya model pengembangan 
inovasi teknologi pertanian Bioindustri 

Jumlah model 
pengembangan inovasi 
teknologi pertanian 
Bioindustri 

66 Model 

3 Terdiseminasikannya inovasi 
teknologi pertanian spesifik lokasi 

Jumlah teknologi diseminasi 
yang didistribusikan ke 
pengguna 

276 Teknologi 

4 Dihasilkannya rumusan rekomendasi 
kebijakan mendukung desentralisasi 
rencana aksi 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan 

42 Rekomendasi 

5 Tersedianya benih sumber 
mendukung sistem perbenihan 

Jumlah produksi benih 
sumber 

3255 Ton 

6 Dihasilkannya sinergi operasional 
serta terciptanya manajemen inovasi 
pertanian unggul spesifik lokasi 

Dukungan pengkajian dan 
percepatan diseminasi 
inovasi teknologi pertanian 

12 Bulan 

Sumber: Balitbangtan(2016) 
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(Balitbangtan 2016).  

Dari buku “40 Inovasi Kelembagaan 
Diseminasi Teknologi Pertanian: Catatan 
Perjalanan 40 Tahun Balitbangtan” (Syahyuti et 
al. 2014) dipaparkan tentang berbagai kegiatan 
diseminasi inovasi ke tengah masyarakat yang 
disusun menurut rentang waktu tertentu. Pada 
periode 1970-1979, belum banyak kegiatan 
diseminasi teknologi yang dijalankan, dimana 
Badan Litbang Pertanian masih berada pada 
tahap awal pembentukannya. Penelitian terkait 
lahan kering menjadi topik yang banyak 
dipelajari pada periode ini. Periode ini juga 
mengembangkan berbagai model 
pengembangan lahan kering dengan 
menerapkan teknologi konservasi dan 
kelembagaan pelaksananya.  Berikutnya pada 
periode Tahun 1980-1989, beberapa pola 

diseminasi juga telah dikembangkan antara lain 
melalui pendekatan “Sekolah Lapang” dan 
“Kredit Usaha Mandiri” (KUM).  KUM merupakan 
pilot project berupa pola pelayanan kredit untuk 
golongan miskin yang berlokasi di Desa 
Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten 
Bogor semenjak 1989.  KUM  kemudian 
diadopsi oleh beberapa lembaga pembiayaan 
nasional. Sekolah Lapang (SL) pada awalnya 
merupakan Sekolah Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu (SLPHT), yaitu merupakan suatu 
metode penyuluhan yang memadukan teori dan 
pengalaman petani dalam melakukan kegiatan 
usahatani. Pendekatan SL telah berkembang 
dari semula pada padi sawah ke tanaman 
palawija dan hortikultura, terutama pada 
sayuran. Sementara konsep “Sekolah Lapang” 
juga telah diintegrasikan ke berbagai bidang 
kegiatan lain, misalnya pada program 

Tabel 2. Sasaran, indikator, dan target kinerja kegiatan Balitbangtan 2015-2019 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target 

1 Tersedianya 
varietas dan 
galur/klon 
unggul baru 

Jumlah varietas 
unggul/klon/galur 
baru 

Varietas/ 

galur 

79 82 82 85 89 

2 Tersedianya 
teknologi dan 
inovasi 
pertanian 

Jumlah teknologi 
dan inovasi 
peningkatan 
produksi pertanian, 
jumlah teknologi dan 
inovasi peningkatan 
produksi 

Teknologi 195 270 300 312 322 

3 Tersedianya 
model 
pengembangan 
inovasi 

Jumlah model 
sistem kelembagaan 
dan inovasi spesifik 
lokasi 

Model 77 68 79 79 79 

Jumlah taman sains 
pertanian (TSP) 

Provinsi 6 4 10 10 4 

Jumlah taman 
teknologi pertanian 
(TTP) 

Kabupaten 16 10 20 30 24 

4  Tersedianya 
rekomendasi 
kebijakan 
pembangunan 
pertanian 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan 
pembangunan 
pertanian 

Rekomendasi 91 90 52 52 52 

5 Tersedianya 
dan 
terdistribusinya 
produk inovasi 
pertanian 

Jumlah benih 
sumber tanaman 

Ton 3487 1725 1801 1814 1814 

Jumlah bibit sumber 
ternak 

Ekor 11875 1350
0 

14235 14570 14900 

Jumlah teknologi 
yang 
terdiseminasikan ke 
pengguna 

Teknologi 96 164 148 198 198 

Sumber: Balitbangtan, 2016 
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Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) sehingga 
dikenal dengan istilah SLPTT. Program PTT ini 
telah menyebar melalui program pertanian di 
seluruh Indonesia. Secara mendunia, konsep 
SL ini pada awal munculnya telah berhasil 
mengurangi pemakaian pestisida antara lain di 
China, Filipina, Vietnam.  

Pada periode Tahun 2000-2009, inovasi-
inovasi yang dihasilkan Badan Litbang 
Pertanian untuk meluaskan inovasi jauh lebih 
banyak dan dengan pendekatan beragam. 
Perhatian dan cakupan teknologi sebagai objek 
semakin meluas,  pendekatan yang dibangun 
juga variatif dan berupaya menerapkan berbagai 
pemikiran yang berkembang dalam 
pemberdayaan masyarakat pada era ini. 
Semenjak tahun 2010 sampai sekarang, dengan 
semakin banyaknya teknologi yang dihasilkan 
oleh Badan Litbang Pertanian, maka tuntutan 
untuk mendiseminasikannya semakin besar 
pula. Pada masa 4 tahun terakhir ini telah 
dirumuskan berbagai inovasi kelembagaan 
untuk diseminasi teknologi yang umumnya 
menggunakan pendekatan komprehensif, 
melibatkan para pihak yang diharapkan 
mendukung terciptanya inovasi.  

PENUTUP: IMPLIKASI EVOLUSI KONSEP 

INOVASI TERHADAP KEGIATANPENELITIAN 
DAN DISEMINASI DI BADAN LITBANG 

PERTANIAN 

Konsepsi inovasi transfer teknologi dan 
sistem inovasi dalam konteks aktivitas di Badan 
Litbang Pertanian belum dapat diterjemahkan 
sebagai suatu evolusi yang harus dilakukan 
secara total. Hal ini mengingat bahwa Badan 
Litbang Pertanian sebagai lembaga penelitian 
dibawah Kementerian Pertanian,  salah satu 
tugas pokok dan fungsinya adalah mengawal 
program pemerintah dalam hal peningkatan 
produksi pangan dan komoditas strategis.  
Peningkatan produksi pangan dan komoditas 
strategis yang didukung dengan sarana dan 
prasarana yang memadai, tentunya masih 
dalam koridor perspektif transfer teknologi.  
Dalam koridor menjaga stabilitas produksi, 
maka konsep transfer teknologi relevan untuk 
dijalankan dengan segala indikator 
keberhasilannya, termasuk peran BPTP dan 
penyuluh sebagai pendamping teknologi. 

Namun dengan menggunakan perspektif 
konsep sistem inovasi, peran kelembagaan 
penelitian bukan menjadi satu-satunya sumber 
inovasi. Lembaga penelitian hanya merupakan 
salah satu aktor yang berperan dalam proses 

inovasi (Hall et al.2003,  2004). Berbagai 
program Badan Litbang Pertanian yang 
melibatkan pengguna akhir di lapangan, 
hendaknya perlu dicermati sebagai wahana bagi 
Badan Litbang Pertanian maupun BPTP untuk 
mulai memerankan fungsi tidak hanya sebatas 
mendiseminasikan teknologi, namun juga mulai 
memainkan peran sebagai fasilitator dalam 
penggalian kebutuhan pengguna akhir untuk 
menciptakan teknologi baru.  BPTP  juga 
berperan menghubungkan para pihak maupun 
aktor yang mendukung terciptanya inovasi. 
Peran sebagai fasilitator ini berimplikasi 
padatugas yang dimainkan oleh Badan Litbang 
Pertanian  sebagai  pendamping teknologi  
sekaligus pendiseminasi inovasi.  Seorang 
fasilitator harus dapat mengidentifikasi, 
mengakomodir dan mengkoneksikan kebutuhan 
pengguna sampai pada akhir terciptanya inovasi 
(Klerkx et al. 2009). Jika demikian, maka inovasi 
yang ditargetkan terjadi di daerah akan 
berbeda-beda dari segi waktu dan pencapaian 
outputnya, tergantung dari faktor 
pendukungnya.  
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